KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGOARAAN HAJI DAN UMRAH

NOMOR33? TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN AKREDITASI PENYELENGGARA PERJALA NAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan penilaian terhadap keluynkan

Mengingat

1.

dan kualitas pelayanan vang diberikan oleh PPIU secarn
independen,  tidale  berpihak, dan  profesional perlu
dilaksanakan Akreditasi PPIU oleh lembaga Seritiknsi PPIU:

- bahwa  dalam  pelaksanaan  proses  Akreditasi  PPIU

selanjulnya disebut sebagal proses Sertifiicasi:

bahwa untuk melaksanakan Akreditusi PPIU, perlu disusun
pedoman kerja sebagal landasan bag lembagn Serliikasi
PPIU dulam melaksanakan Akreditusi PPIU;

- buhwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimann  maksud

dalam hurul o hurul b, dan huraf ¢, perlu meneiapkan
Keputusan Direkiur Jenderal tentang Pedoman Akreditasi
Penyelenggnra Perjalanan Ibadah Urnrah;

Undang-Undang  Nomor 13 tahun 2008 lentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 3845) sebagaimunn telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang  Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2008  tentang
Penyelenggaraan Ihadah Hajl (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 74 Tahun 2012 tentang
pelaksnnaan Undang-Undang Nomaor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Pernturan Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Noemor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasl dan Tata Kerjn Instansl Vertikal Kementerian
Agama  (Beritn Negara Republik Indonesin Tahun 2012
Nomor 851);

6, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerju Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agaman Nomor & Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:
KREPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN
AKREDITAS]  PENYELENGGARA  PERJALANAN  [BADAH
UMRAH.
Menetapkan Pedomuan Akreditasi Penyelenggarn Perjalanan
Ibadah Umrah scbagaimana tercantum dalam lampiran 1,

lampiran II, dan lampiran [l yang merupakan bagion tidak
terpisahkan dari Keputusan ini,

Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Skema
Sertifikasi PPIU dan kriteria penilain PPIU.

Sertifikasi  Penyelenggara  Perjulanan  Ibadah  Umrah
sebagnimana  dimaksud dalam  Keputusan ini merupakan
Akreditasi terhadap PPIU oleh Lembnga sesuai  dengan
ketentuan dalam Peraturan Menterl Agama Nomor 8 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Ibadnh Umrah,

Pedoman Akreditasi sebagnimana dimaksud dalam  diktum
KESATU digunakan oleh lembagn sertifikasi PPIU untulk



KELIMA

KEENAM

menilal kelayakan dan kualitns pelayanan vang diberilan oleh
PPIU kepada jemanh umrah.

Pelakasanaan Pedoman ini dilakukan setelnh ditetapkannya

lembagn sertifikasi PPIU dengan Keputusan Direktur Jendernl
Penyelenggarann Haji dan Umrah,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

DIHEHTUH JENDERAL
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGOGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR337 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN AKREDITAS] PENYELENGOARA FERJALANAN IBADAH
UMRAH

SKEMA SERTIFIKASI
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAHN

Pendahulunn

Sesuni dengan Peraturan Menter Apamn Nomor 8 tuhun 2018 Tentang
Penyelenggarann Perjalanan Ibadah Umrah pasal 37 yang dimaksud
akreditasi adalah proses penilaian  terhadap penyelengpara perjalanan
ibadah umrah (PPIU) yang dilakukan  oleh Lembaga  Sertilikas)
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPILL,

Ruang Lingkup

a) Dokumen ini berlaku untuk  sertifikasi terhadap  Penyelenggarn
Perjplanan Ibadah Umrah yang chatur oleh Kementerinn Agama R],

b)  Dokumen ini tidak berluku untuk + = Penyelenggara Perjnlanan
Ibacdah Umrah di luar keglatan tersebut.

Istilah dan Definial
3.1 Penyelenggara Perjnlanan Ibadah Unirah (PPIU)

Biro perjalanan wisata yang teluh mendapatkan izin darl Mentepd
untuk menyelenggaralkan perjnlanan ibadah umrah

3.2 Akreditasi
Rangkainn kegintan pengakuan formal oleh  Komite Akreditasi

Nusional (KAN), yang menyatalean bahwa suaty lembaga, nstitusi,

atau laboratorium memiliki kompetensi sertn herhale melaksanakan
penilaian kesesuatan. (UU no. 20 tahun 2014)

3.3 l.:;mhmgn Sertililkusi Penyelenggara Perjalanan Ibadoh Umrah (LS
PRI

Lembaga penilalan kesesuainn pihak le tiga Yang menerbitkan
sertifikat dengan menerapkan skemn sertifiknsi PPIU

3.4 Sertifikasi PPIU

Proses yang hurkaitpn dengan pemberinn sertifikat yang menyatakan
bahwa PPIU telah dievalunsi dan dinyatakan memenyhj kriteria PPIL
untul klasifikasi yang telah ditetapkan

3.5 Evaluas

Kombinasi Tungsi  selekai dan  determinnsi kegintan  penilaian
kesesunian (SN1 180/ 1EC 17065:2012)



@

3.6 Kriteria PPIU

Dasar penilaian kesesuaian berdasarlkan peraturan yvang berlaku

3.7 Tranaler Sertifileasi

Pemindahan suatu sertifikasi PPIU yang masih berlaku dari LS PPIU

terakreditasi  kepada LS ppiU terakreditagl  lain untuk tujuan
keberlanjutan sertiflkasi

Prosedur Penilainn Kesesualan

Kegiatan Sertifikasi Penyelenggnra Perjulanan Ibadah Umrah dilnkulkan
mencakup evaluasi terhadup pemenuhan

i) [zin operasional

b) Jaminan keuangan |

¢} Perubahan share holder (jika nda) :

td) Kepemilikan lkantor cabang ((ika ada)

¢) Btruktur biaya

N Proses pendafturan dan pombatalan jemaah;
Bl Aspelk pelayanan;

h) Penanganan pengaduan jemaah

Persyaratan Lembaga Sertifikasi

Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dilakukan sleh
Lembagn Sertifikns yang telah diakreditasi oleh KAN untuk skemna
Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Thadah Umrah (LS PRI
berdasarkan SNI IBO/IEC 17065 2012 - Penilalan  Keseauainn -
Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jusa sertn
persyaratan skema sertifikasi PRPIU yung dijelaskan dalam dokumen ini,

Proses Sertifilusi

Proses Sertifiknsl PPIU mencakup;

a) pengajuan permohonan sertifikasi;

b) tinjaunn permohonan sertifikasi:

€ penandatanganan perjarjian sertifleasi;

d) pelaksanann evialuas;

el review terhadap hasil evaluasi dan penetapan keputusan sertifilkas
(klasifiknsi PPIU);

f) penerbitan sertifikat kesesunian;

Bl survailen:

h) Re-sertifilcasi,



7. Prosedur Sertifikasi

7.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi

PPIU harus mengajukan permohonan aertifikas kepada LS PPIU
sesuni dengan prosedur LS PPIU, df mana permohonan sertifikasi
yang dinjukan paling sedikit harus mencakup informasi mengenai:

)

13)
)
d)
o)
f)

)

h)

i
k]

1

n)

a)

P

a

Surat  pengantar  sertifikasi  darg Direktornt  Jenderal
Penyelenpparnan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Nama PPIL,
Alamat PPIU:

lzin operasional sebagai PPIU yang masih herlaku:
Personel penghubung dari PPIU den gan lembagn sertifikasi:

Alta  Notarizs  pendirian perseroan  terbatas  dan/atay
perubahannyn sebagai biro perjalanan wisata yvang memiliki
salah satu kegiaton usahanyn di bidang keagamann/perjalannn

ibadah yang telah mendapatkan pengesahan darl Kementerian
Hukum dan HAM;

Identitas pemililk saham, komisaris dan direlksi yang Lercantum
dalam akta Notaris:

Sural pernyatuan pemllik saham, komisaris dan direksi tidak
sedang dikenni sanksi dalam penyelengparaan (badah umah:

Surat keterangan domisili PPIU dari pemerintah daeral:
Surat keterangan fiskal dan bulkt NPWIP atas nama PPIU;

Bukti kepemilikan kantor pelayanan atau bukli sewa kantor
minimal 4 tahun yang disahkan notaris;

Bukti tanda daftar usahn pariwisata;

Bulcti Bertifiknsl bidang usaha Jasa perjalanan wisats Higkup
biro perjalanan wisata yvang masih berlaku;

Bukii Laporan keuangan yarig telah diaudit akuntan publik
terdaftar di Kemenkey dengan opini wajar tanpa pengecualinn
dalam 2 (dun) taliun ferakhir;

Bukti jaminan dalam bentuk deposito/bank garanai atas nama
PPIU dengan masn berlaku 4 tahun vang diterbitkan oleh bank

syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan
syuriah;

Bukti laporan kepintan usaha yang telah beroperasi minimal 2
tahiun;

Struktur organisasi dan Jumlah personel organisasi PRI

Daftar kantor eabang yang berada di bawah manajemen PPIU
(bila ada),
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7.2 Tinjauan Permohonan Sertifilnsi

7.4

LS PPIU harus  melakukan  tinjauan terhadap  kelengkapan
permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukt administratif
pengajuan permohonan sertifiknsi telah lengkap.

Penandatanganan Perjanjinn Sertifikasi

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, L8 PPIU dan pemohon
harus menandatangani perjunjian sertifikasi vang memuat komitmen
pemohon untuk mematuhl proses sertifilknai serta hak dan kewajiban
dari LS PPIU dan pemohon selama proses dan masa sertifikasi,

Pelaksannan Evaluasi

Proses dilakukan melalul evaluasi dokumen, rekaman, fasilitas,
kompetensi personil lerhadap kriteria administrasi, manajemen dan
kepatuhan, finansial, sarana dan pra sarana, sumber daya manusia
dan kualitas pelayanan,

Ketidaksesuaian  diterbitkan  fika ditemukan  tidak dipenuhinya
indikator pada pedoman sertifikasi penyelengpara perjalanan {badah
umrah.

Ketidoksesuaian major diterbitkan jika terdupat nilal nol padn
indikator dominan, PPIU harus menyampatkan perbaikan dan bukti
perbaikan ke LB PPIU untuk dilakukan verifikasl efcktifitas
perbaikan sebelum dilakukan pengambilan keputusan.

Masa perbaikan untuk ketidaksesualan major dibatasi paling lama
dalam 2 (dua) bulan setelah harl terakhir evalunsi atau sebelum
masi berlaku sertifikasinya berakhir Jika kurang dari dua bulan)

Ketidaksesunian minor diterbitkan jika terdapat nilai nol pada
indikator eo-dominan, PPIU harus menyampaikan rencana perbaikian

ke LEPPIU untuk dilakukan verifikasi efeltifitas padn evaluasg
berikutnyn

Apabila PPIU tidak menindaklanjuti rencana perbaikan pada audit
berikutnya maka L8 PPIU harus membekukan status sertiflkasi
Pelnporarn

L5 PPIU harus memastikan bahwa laporan evaluasi nkuratl, ringkas,

jelas dnn‘ terekam sebagai dasar review dan penctapan keputusan
serta minimal harus menoakup:

. ldentifilkasi LS PPIU

b, Nama dan alamat PPIU serta kantor cabang vang dievaluasi

¢ Tipe evaluasi (sertifikasi awal, survailen atay resertifikasi)
d. Hasil evaluasi meliputi ;

Administrasi, manajemen dan kepatulan
Finansial

sarana dan prasarana

Sumber daya Manusis

Kualitng Pelaynnan
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7.7

€. Hasil Pemeringkatan

. Permasalahan penting yang mempengaruhi reneana evalunai

g Identifikas| ketua tim, anggota, dan personil lain vang terlibat
evialuasai

h. Tanggal dan tempat dilakukan evaluasi

i, Temuan evaluasi

o Verilikasi temuan sebelumnya jikn ada

k.  Rekomendasi tim evaluaai

Laporan hasil evalunsi harus disampaikan kepada Kementerinn
Agama  ¢.q Direktur Bina Umrah  dan Haji  Khusus untuk
mendapatkan masukan terkalt dengan hasil evaluasi.

LSPPIU harus memberi walctu kepada Kementerian Agama untuk
memberl masukan atas lnporan hasil evalunsi tersebut paling lamia
10 (sepuluh) hari kerja, Jika aetelah 10 (sepuluh) hari kerja tersebut
tidnk ada masukan dari Kementerian Agama, maka LSPPIU dapat
melanjutkan proses sertifilkasi ke tnhap berikutnya,

Review dan Penetapan Keputusan

Keputusan sertifikusi  dilakulan melalui  review terhadap  hasil
evaluasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang kompeten
dan tidak terlibat dalam proses pada butir 7.4 yang ditugaakan oleh

LS PPIU.  Persyaratan kompetens! pengambil keputusan dapat
dipenuhi secnrn kelektif,

L3 PPIU harus memberitahu PPIU terkait alasan menunda atau tidale

memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasikan
alasan keputusan tersebut,

Sertifikat Kesesuninn

Sertilikat kesesuaian diterbitkan oleh L8 PPIU setelah penetnpan
keputusan sertifiknsi,

Sertifilcat kesesuaian PPIU paling sedikit harus memuat:

A. nomar sertifikat dan logo pemberi sertifikat;

b. dicantumkan logo Kementerian Apgama pada sertifikat;

€. logo KAN dan identifikasi nomor ukreditasi;

d. nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi:

€. nama dan alamat lembagn sertifilasi;

{. nama dan alamat PPIU (Pemegnng sertifikat)

E. pornyataan  kesesuaian  dap peringkat  klasifikas] kualitas
pelayanan PPIU:

. tanggal penerbitag sertifikat;

I. tanggal amandemen Jika diperlukan:

J- masa berlaku sertifikat:

k. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang
berwenang atas nama lembaga sertifikasi dan beragama Islam.

Sertifikat kesesualan PPy berlaku selama 3 (tign) tahun sejul
tnnggal penerbitan.
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7.8 Survailen

Kunjungan survailen dilakukan terhadap PPIU vang tersertilikns
dengan peringkat € (cukup),

Kunjungan sutvailen dilaksanakan 2 kali dalam satu  siklus
sertifikasi dan paling sedikit satu kali dalam | tahun kalendar.

Kunjungan survailen pertama dilaksanakan paling lambat 12 bulan
setelah tanggal keputusan sertifikasi,

Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi pemenuhan
persyaratun dan klasifikas: PPIU,

PPIU dapat mengajukan perubahan klasifikasi pada saat berjalannyn
siklus sertifikasi maupun re-sertifikas.

Keputusan pemeliharann sertifilknsl dari haail kegiatan aurvailen
harus  dilakukan oleh orang  yang berbeda denpgan  vang
melaksannkan evaluasi jika hasil survailen menunjukkan ndanya
perubahan klasifikasi PPIU,

7.9 Re-sertifikasi

Peluksanaan dan keputusan re-sertifikasi harus dilakukan sebelum
berakhirnya masa berlnku sertifikat,

Prosedur pelaksanann re-sertifikasi dilakulan sesunl dengan butir
7.1 hingga butir 7,7,

Evaluasi Khusus

Evaluasi khusus dapat dilaleukan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai
berikut:

a. penyelesainn keluhan yang harus dilaleakan melalui evaluasi dengan
pemberitahunn singkat (short notice),

b. penambahan atau perubahan lingkup / peringlat. (contoh : PENEajuan
perubahan peringkat PPIU)

Pembekuan, Pengaktifan Kembali Status Sertifikasi dan Pencabutun
LS PPIU wajib membekukan sertifikat PPIU yang telah diterbitkan, apabila:

a. klien yang disertifikas| telah Eagal memenuhi perayaratan kriteria PPIU;

b. klien yung disertifilens tidalk memperbolehkan kunjungan survailen;

c. klien yang disertifikasi telnh meminta pembekuan sertifikat secarn
sukareln;

d. Jika izin penyelengparaan PRI dibekukan oleh Kementerian Agama

L5 PPIU harus menetnpkan jangka waktu perbaikan pembekuian, Jika
pembekuan tidak dapat ditindaklnnjuti dengan perbaikan yang sesuni, LS
PPIU harus mencabut aertifileat yvang telah diterbitkan setelah jangkn
wiktu perbaikan untuk pembekyan terlampaui,

L8 PPIU harus mengaktiflenn kemball status sertifikasi PPIU apabila
masalah yang menyebabkan pembekuan telah diselesaikan PPIU.

Sertifikat PPIU dapat dicalut apabila;
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. terbukti melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh instansi
berwenang;

b. tidak dapnt menindaklanjuti pembekuan vang dilakukan oleh LS PPIU
dengan perbatkan yang sesuai;

¢ klien yang disertifikasi meminta pencabutan sertifikat PPIU secara
sukarela;

d, Jika izin penyelengparaan PPIU dicabut oleh Kementerian Apama

Pada masa pembekuan dan pencabutan  sertifikasi, PPIU  tdak
diperkenankan menggunakan  sertifikasi dan/atnu tanda PPIU  padn
produk dan media lainnya,

Perubahan yang Mempengaruhi Sertifikasi

a) Kementerian Agama  selaku pemillk skema  sertifikasi menetaplan
persyaratan acuan yung diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan
Keputusan Direktur Jendern] Penyelenggarann Maji dan Umrah yarg
harus dipenuhi oleh PPIU.

b) Dalam hal Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang digunakan sebagai acuan dalam
dokumen inj mengulami revigi atau perubahan, Kementerian Agama
akan merevisi dokumen ini dan bila diperlukan akan menetapkan masa
transisi penernpannya, serta  mempublikasikan perubahan  kepada
acluruh pihak terkait,

¢) L8 PPIU wajib melakukan perubahan yang diperlukan sesuni dengan

ketentuan tentang masa transisi yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama,

d) Dalam hal terjadi perubahan Yang mempengaruhi pemenuhan terhadap

persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen inl, PPIU wajily
memberitahukan secara tertulis kepada LS PPIU.

¢) Dalam hal terjadi perubnhan padia PPIU, maka wajib memberitahulkan
socara tertulis tanpa menunda apabila nda perubnhan terkait sumber
daya {lokasi,struktur manajemen,SDM,dll) yang berpengaruh terhadnp
jenis layanan yang disedinkan kepada LS PPIU dengan melampirkan

surat keputusan perubahan PPIU yang dikeluarkan oleh Kementerian
Agama,

Pengoperusian Skema Sertifikas

i) Skema sertifikas| ini dioperasikan oleh L8 PPy vang dinkreditas) sleh
KAN berdasarkan SN] [SQ/IEC 17065,

b) ﬁmlr_nrn status pembekuan akreditasi, LS PPIU tidak boleh melakukan
sertifikasi awal, re-sertifikasi namun hanya boleh melakukan survailen

terhadap klien yang telah disertifikis; sampai dengan dinyatakan
status akreditasinya aktif kembal;,

c) Apabila  status  akreditnsi dicabut, LS PPIU harus melakukan

pr.:rnin;l_ahun sertifikasi terhadap klien yang tersertifikasi kepada LS
PPIU lain yang telah terakreditag,



12, Pemeliharaan dan Perbatkan Skema Sertifikas)

n) Kementerian Agams selaku pemilik akema melakukan kaji ulnng skema

sertifiknsi PPIU secarn periodik dolam  rangkn pemeliharann  dan
perbaikan skema sertifilensi,

b) Kaji ulang  dapat  dilakukan berdasarkan  usulan pemangku
kepentingan, perubshan persyaratan acunn, dan/atau regulnsl yvang
mempengaruhi pengelolaon PPIU,

13, Penanggung Jawab Pengopernsian Skema Sertifikas) PPIU

a) Kementerian Agama selaku pemilik skema sertilikasi bertanggungjawab
terhadap substansi skema sertifleas,

b) Kementerian  Agama  dan  KAN  selaku  badan  akreditasi

bertanggungjiawab terhadap kompetensi Lembogn Sertifikasi dalam
mengoperasikan Skemn Sertilikasi.

€) L8 PPIU  bertanggung jawab untuk  memastikan pemenuhan

perayaratan acuan dalam skema sgertifikasi oleh PPIU yang telah
memperoleh Sertifikat PPIU.

d) LE PPIU harus melaporkan data terbaru PPIU teraertifikasinya ke
Kementerian Agama,

¢) PPIU yang telnh memperoleh Sertifikat Kesesunian bertanggung jawab
memelihara pemenuhun persyaratan acuan yang ditetapkan dalam
dokumen ini.

14, Keluhan dan Banding

Keluhan dapat disampaikan terhadap kinerja PPIU dan LSPPIU oleh

pemangku kepentingan.  Mekanisme penanganan keluhan mengikuti
diagram berikut :

kalufian 4 Pamagang Sertifikat R
3 mﬁﬁnn " ; Balubian

-
11

Y B —

) P & 1 Kornuinik sl i
kalutan .-’ LS PPIU , ;.h,.h_.n_i HAN T:;LT*:::: KEMENAG |

-

tngaspan

J! ... I Vv m i T 3
Pihak Pangaju : . - _I
Keluhan I - = Langdapan

Rahan =
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Durasi evalunsi

Perhitungan durasi evaluasi sertifikasi awal (W) dihitung sebagai berikut

Durasi evaluaai minimum untuk lokasi kantor pelayanan (Wd) ditambah

Jumlah hari audit berdnanrkan Jumlahi jemuah yang terdaftor dalam 3
tahuin terukhir (W)
W= Wd+Wj

Migal : PPIL memiliki 400 jemaah 3 tahun terakhir maka durasi evaluas) :
W o= Wd+wj

W= 1,0+0,5
W= 1.5 Mandays evaluasi

Perhitungan durasi evaluasi survailen adalah 1/3 dari durasi evaluasi
sertifikas awal (W),

Perhitungan durasi evaluasi re-sertifilasi adalah 2/3 dari duras| evaluasi
sertifikasi awal (W),

" ] | Jumiah har audit setinp |
walkiu dasar audit di TariTah fem el terdaias

lokasi, dalam hori

W dalam 3 tahun terakhir
— = = —
I sampai 999 = 0,5
1.0 1000 sampai 4999 = 1.0

- 5000 sam piti 9999 = 1,5
- =10.000=2,0

Tranafer Sertifilkasi

LS PPIU harus memiliki mekanisme transfer sertifikasi klien kepada L8
PPIU lain. Sertifikat PPIU yang dapat ditransfer adalah sertifikar PPIU

yang diterbitkan dan diterima oleh LS PPIU yvang telah diakreditngl oleh
AN,

Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan Permintuan pemegang

sertilikat PPIU dan/atau LS PPIU dicabui akreditaginya oleh KAN, Tata
cara transfer sertifiknt antara lain

a. Permintanan pemegang sertifikat PPIU -

1. Bukan atas dasar peraningan tidak sehat

4. Tetap menjamin terjoganya integritas dan kredibilitns sertifikas)

3. Apabila melanggar poin 1) dan 2) di atas maka L8 PPIU pemberi
transfer menyampaikan keluhan kepadn KAN atas kinerja L8 PPIU
penerima transfer untul ditindalklanjuti.

4. Berdasarkan sural  permohonan transfer  sertifikat  darl  PPIU
pemohon, personel yang kompeten dari L& PPIU penerima
harus mengkajt permehonan transfer sertifilat dalam be
dokumentns| atau jilkn diperlukan dilakukan

transfer

rtulk kajian
evaluasi lapangan.



-13 -

9. Transfer sertifiknt digjukan oleh pemegang sertifikat PPIU kepada

L3 PPIU yang dikehendaki dengan tembusan kepadn  direktur
akreditasi KAN dan Kementerlan Agama,  Dan apabila proses
transfer telah menghasillcan keputusan sertifikasi, maka PPIU
harus melaporkan secara tertulis kepadn KAN dan Kementerian
Agama terhitung 6 harl kerjn sejak keluarnya keputusan sertifikasi,
Kajian dokumentasi transfer sertifikat harus meneakup :

a) Btatus adanya ketidaksesuaian dari sertifikasi sebelumnya
b) Btatus pembekuan; penenbutan,

Jika ditemulan poin a) dan by tersebut di atas, maka LS PRIU
penerima harus menolak permohonan transfer sertifilcat tersebut.

e} Validitas sertifileasi
d) Laporan evaluasi awal, re-evaluasi, survailen

Jikn informasi  tlersebut tidak  ditemukan, maka PPIU  harus
diperlakunn sebagai klien baru,

) Catatan keluhan yang diterima  dan  tindak lanjut  yang
dilakukan

I} Tahapan siklus sertifikosi

Bl Informasi kepatuhan hukum PPIU pemohan

- Apabila LS PPIU penerima transfer tidak mendapatkan informas|

yang memadai darl L8 PPIU penerbit sertifikat awal maka evaluasi
lapangan harus dilakulkan

Apabila  tidak adn  kesesumian  dap potensl  masalah yang
diidentifikasi dalam kajlan sebelum transfer sertifikal dilakukan, L8
PPIU - penerima dapat menerbitkan  sertifikat dengan  mengiluti
aturan keputusan sertifikasi normal,  Program sertifilkasl harus
mengacu pada program sertifikasi asal,

L. LS PPIU dicabut akreditasinya olel KAN

LS PPIU yang telah dicabut status akreditasinyn, berkewnjiban
untuk mentransfer sertifikasi PPIU dengan  persetujuan antara
PPIU, L8 PPIU pember transfer, LS PPIU penerima transfer,

2. Herdasarkan surat persetujuan butir (1) di atas, personel vang

kompeten dari LS ppIU penerima  transfer  harus  mengkaji
permohonan transfer sertifikat dalam bentul kajinn dokumentasi
atau jika diperlukan dilakukan evaluasi lapangan,

3. Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan huruf a angka 5 sampai

5

Segala  biaya yang menyertai  transfer sertifikasi  PPIU  karena
permintaan PPIU, maka dibebankan padn pemegang sertifikat PPIU,

sedangkan  jika  transfer  kureng pencabutian
dibebankan pada LS ppiy yang dicabut akreditasinya,

akreditasi, maka
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17. Kompetensi Pergonil LS PPIU

18.

Kompetensi  pengkaji permohonan, evaluator, reviewer (pengambil
keputusan) diatur pada lampiran A,

Informasi Publik

LE PPIU harus menyediakan informasi yang mudah diakses publik
tentang PPIU yang disertifilknsi, termasuk yang status sertifikasinya
dibekuknn atau dicabut, yang mencakup informasi:

i, Nama Klien:

I Alamat Klien:

. Klasifikasl PPIU;

d. Masa berlaku sertifikar,

Dalam hal sertifikat PPIU  dibelakan atnu dicabut, maka LS PPIU
melakuknn pemberitaan kepadn publik selambatnya 7 (tujuh) hari sejak
tanggal pembekunn atau pencabutan,

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGOARAAN HAJI DAN UMRAH,
ek

o :'.I:.'.-kl‘ll AR o

L
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Lampiran A

Persyaratan dan Kompetensi Evaluator Skema Penyelenggara Perjalanan
adah Umrah.

' Fungsi | g B
Pengleafl Fvaluate | Feviewer dan
; permohona ] Pengambil
I keputisa

FtnE:tEhLla;\\\ b
Ketentuan - o
Peraturnn  terkait
ibadah umrah (di v V v
Indonesin dan
Arab Saudi)

Pengetahuan dan
berpengalaman v %
haji atau umrah

Pengetahuan T == .
Skema  sertiflkasi v vV v
PRI

Pengetnhuan

tertang sistem
matajemen  8N] v ¥
150 9001

Penpetahuan
tentang PPIU vV Vv v
(proses bisnis)

T4

Pengetabiunn . N
tentang akuntansi v Y
dan keuangon

Pengetnhuan ' =
teknik,  praktik,

dan prinsip ¥ %
evaluasi
Pengetanhuan i N e
tentang proses
sertifikasi LS PPIU V LY V
[8N] ISO/IEC
17065)
 Kemampuan
berkomunikas
dengan Semun ¥

tingkatan




——
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Keahlian
mencatat dan
menulis laporan

Keahlian
presentasi

Keahlinn
wawnneara

Keahlian
mengelala
kegiatan audit
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LAMPIRAN I

KREPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 337 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN AKREDITAS] PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

KRITERIA PENILAIN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Perjulanan  Ibadah  Umrah mengamanatlkan  bahwa
Penyelenggaraan  Perjalanan  Ibadah  Umrah  harus  dilaksanakan
berdasarkan asas profesionulitas, tranaparansi, nkuntabilitas, dan syariai
sehingga dupat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
vang sebaik-baiknya kepnda jemaah,

Salah satu komponen penting dalam Penyclenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah adalah Penyelenpgara Perjnlanan Ibadah Umral atau
dikenal dengan istilnh PPIU, Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 8
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan  Perjalanan  Ibadah Umrah
dikemukakan bahwa penyelengparaan perjalanan ibadah umrah dapar
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau bire petjalanan wisatu yanp telah
mendapatkan izin operasional sebagai PPIU.

Sebagal bentuk pelayanan  dan perlindungan  kepada  jemuah,
dipandang perlu melakukan penilaian terhadap kinerja dan lualitas
pelayanan PPIU yang diwujudkan dalam bentulk Akreditnsl, Penilaian
meneakiup 5 (lma) komporien yviitu kualitns pelayanan, sumber daya
manysia, finansial, sarana dan prasarang, serta administrasl,  doan
manajemen, dan kepatuhan.

Untuk menjamin bahwa seluruh proses penilaian kinerja mengikuti
kaidah umum Akreditasi yaitu independen, tidak berpihalk, dan profesional
maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan  Umrah memandang  perlu  menerbitlan pedoman  Akreditas]
penyelenggara perjalanan {badah umrah (PPIL).



H. Tujuan

Tujunn Akreditasi yaitu;

1.
2,

3.

Memberikan penflaian dan kelayakan sebagai PPIU-

Mendorong  kinerja  PPIU  apgar  semakin profesional, transparan,
akuntabel, dan sesual syariat; dan

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil alrediiasi PPIU.

Sasaran

Sasaran Akreditasi adalah kinerjn PPIU setinp 3 (tign) tahun sebagai
kalaikan sebagal PPIU.

. Ruang Lingkup

.
2.
3.

ayarat, Kriterla, dan Indikator Penilainn Akreditasi,
Mekaniame Alkreditasi,
Sertifikatl Akreditasi,

. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

&,

9.

Penyelenggara Perjalanan Ibaduh Umrah yang selanjutnya disingkat
PPIU adalah bire perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari
Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan (badah umrah,

Akreditasi adalah proses penilaian kinerja dan pelayanan terhadap PPIU
actiap 3 (tign) tahun.

Kriteria dan indikator adalah parameter penilalan atau persyaratan yang
harus dipenuhi oleh PPIU,

. Keputusan  Akreditasi  adalah  haail penilaian  Lembnga  Sertifikasi

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrak (LS PPIU) terhadap Kinerjn
PRI,

Tim Pelaksana Alereditasi ndalah lim LS PPIU yang ternkreditasi Komite
Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Sertifikat Akreditasi adalah aurat keterangan/pernyatann tertulis Varng
dikeluarkan oleh L8 pPIu vang diketahui oleh Direktur Jenderal kepada

PPIU yang dinvatakan lulus Alereditasi dan memuat nilal dan/utay
peringleat Alreditisi,

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenpgaraan Haji
dan Umrah.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selan|jutnya
disebut  Direktur Jenderal adalah  pemimpin  satuan

kerjn  yang
membidangi

penyelenggaraan haji dan umrah pada Kementerian Agama,
Direktur adalah Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus,
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BAE 11
SYARAT, KRITERIA, DAN INDIKATOR PENILAIAN AKREDITAS]

A BYARAT

Akreditasi dilakukan oleh Lembaga  Sertifikasi  Penyelenpgara

Perjalanan lbadah Umrah (18 PPIU). Akreditasi PPIU dilakukan seteluh
memenuhi persyaratan;

1,

Keputusan izin operasional sebagai PPIU:

2. Memiliki legalitas usaha yang lengkap yaitu:

i

cmemiliki - akta  notaris  pendirian  perseroan  terbatas darn /atau
perubahannya yang ielah mendapat pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

. pemilik saham, komisaris, dan direksi yang tercantum dalam akta

notaris perseroan terbatns merupakon warga negarn Indonesia yang
beragnma lslam;

- pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atay sedang

dikenal sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah berdasarkan hasil pengawasan dan/atau surat pernvataan
darl pemilik saham, komisaris, dan direlcsl;

- memiliki kantor pelayanan yang dibukiikan dengan surat keterangun
domisili perusahaan dari pemerintah daerah dan melampirkan bukii
kepemilikan atau sewn menyewa paling singkat 4 (empat) tahun yang
dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaria:

- memiliki tanda daftar usaha pariwisata yang masih berlalu;

memiliki laporan keunangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan
telab diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan
dengan opini wajar tanpa pengecualian,

- melampirkan surat kKeterangan fiskal dan lotokopi nomor pokaok wajib
pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusihann;

Telah memberangkatkan dan/atau memiliki Jemaah terdaftar paling

sedikit sebanyak 300 (tiga ratus) orang selama 3 tahun terukhir YAang
cibuktikan dengan laporan elektronik,
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B, KRITERIA

Penilaian kinerjn PPIU didusarkan pada 5 (lima) kriterin yaliu
administrasi, manajemen dan kepatuhan, finansial, sarana dan prasarana,
sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan,

C. PENILAIAN

Penilalan dilakukan oleh Tim Pelnksana Akreditasi yvang berasal
dari L5 PPIU. Indikator penilaian dari masing-masing kriterla tereantum di
dalam Lampiran XX tentang Pedoman Akreditasi Penyelenppgara Perjnlannn
Ibadah Umrah,

Indikator penilaian terbagi atas 2 (dua) jenis yakni, Indikator
Dominan dan  Indikator Ko-Deminan. Indikator Deminan merupakan
indikator penilaian utama yang menjadi persyaratan wajib harus dipenuhi
oleh PPIU untuk dapat memperoleh akreditasl, sedangkan Indikator Ko-
Dominan merupakan indikator penilaian penunjang,

Pemberian nilai terhadap elemen penilaian dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

a. Nilai 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tign) diberikan Tim Penilal kepada PPIU
disesuaikan dengan Kegesuaion elemen penilainn yang dipenuhi oleh
PPIU terhadap kriteria Penilaian Akreditasi,

b, Nilai O (nol) diberikan Tim Penilai kepada PPIU jika tidak memenuhi
aalah satu dari elemen penilaian.

¢. Seluruh nflai yang diperoleh kemudian dijumlahkan untuk dihitung
nilal total yang diperoleh oleh PPIU.

Hasil penilaian secara akumulatil menunjulkan peringkat Kinerjn
PPIU sebagai berilout;

L. Akreditasi A, nilai total =219 dari kemungkinan total nilal maksimum
vang dapat dicapai, tanpa ada indikator dominan yang bernilai 0 (nol),

2. Akreditasl B, nilai total 166 = B < 187, tanpa ada indikator dominan
yang bernilai © (nol),

3. Akreditasi C, nilal rotal 144 5 ¢ < 165, tanpa ada indikntor dominan
yang bernilui 0 (nol)

4 Tidak Terakreditasi, nilai total < 144, dan/atau terdapat indikator
dominan yang bernilal 0 (nol) tanpa ada perbailan

Bagl PPIU yang mendapatkan nilai total = 144 namun memiliki nilii 0 (nol)
pada indikator Dominan, maka Tim Akreditasi memberikan wakiy ke pada

PPIU selama 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan menyesunikan

Kriteria yang terdapal pada indikator penilaian. Apabila PPIU memperolel
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hasil penilaian < 149 atau Tidalk Ternlkreditnsl, izin opernsional PPIU
dieabut,

BAR 1
WAKTU PELAKSANAAN AKREDITAS]

L. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (LS PPIL)
melakukan akreditasi sebelum izin opernsional PPIU berakhir atau
setelah menerima permohonan akreditas] darl PPIU.

2. PPIU yang habis masa izin operasionalnya setelah terbitnya Peraturan
Menterl Agama Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Maret 2018 sampai
dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, mengujukan
permohonan akreditasi PPIU paling lambat & (enam) bulan setelah
ditetnplannya keputuaan ini.

4. Permohonan pengajuan sebagaimana dimalesud dalam butir 1 dan butiz

2 dengan  melampirkan persyaratan  sesual  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

BAR 1V
MEKANISME AKREDITAS]

Akreditasi dilakukan oleh Lembogs Sertifilkasi Penyelenpggara Perjalanan
Ibadah Umrah (L8 PPIU) berdasarkan mekanisme yang tercantum pacla
- Lampiran 1 Keputusan Direliur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Nomor XX Tahun 2018 tentang Pedoman Sertifikasi Penyelenggara Perjnlanan
Ibadah Umrah.

BAR V

SERTIFIKAT AKREDITAS]
a. Masga berlaku sertifikat adalah 3 (tiga) tabun,

b. Pembekuun, Pengaktifan kembali status  Akreditasi
Sertilikat akreditasi diatur dalam Lampiran 1

dan  Pencabutan

Keputusan Direktur
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomer XX Tahun 2018 tentang

Pedoman Sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

I}IHEI{TUH JENDERAL




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 337 TAHUN 2018

TENTANG

e

PEDOMAN AKREDITASI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

No Prinsip Kriteria Indikator Elemen Penilaian Nilai Panduan Teknis
1 | PPIU harus Administrasi, | 1.1 | Kelersediaan Memniliki sertifikat IS0 8001 vers: lerbaru 3 | Melinat ketersediaan dan
mampu manajemen pedoman kerja yang yang masih berlaku, sertifikat usaha jasa memverifikasi masa berlaku
menunjukkan dan jelas dan penerapan perjalanan wisala yang masih berlaku serfifikat yang telah dimiliki dan
kemampuannya kepatuhan sistem manajemen | Memiliki sertifikal sertifikat usaha jasa 2 | pedoman kerja yang telah
dalam yang berorientasi perjalanan wisata yang masih berlaku, dan disahkan,
pengeloiaan pada mutu pedoman kerja yang diterapkan . o i
administrasi dan pelayanan dan - o Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
manajemen peningkatan Memiliki sartifikal usaha jasa perjalanan 1 | sudah dilakukan tindakan
dalam rangka berkelanjutan wisata yang masih berlaku perbaikan sesuai wakfu yang
tata kelola (DOMINAN) ditentukan maka Nilai menjadi 1
organisasi yang (Satu).
b {g\‘.'r;d 1.2 | Pengadministrasian Memiliki makanisme pengadministrasian dan 3 | Niai 0 (Nol) jika tidak memenuhi
data Jemaah (KO- rekaman data Jemaah yang mampay (elusur elemen penilaian,
governance) DOMINAN) dengan masa retensi minimal 1 tahun
Memiliki mekansme pangadministrasian dan 2

rekaman dala Jemaah vang mampu lelusur

dengan masa ratensi & bulan-12 bulan
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Memiliki mekanizme pengadministrasian dan
rekaman dala Jemasah yang mampu telusur
dengan masa retansi kurang dari 6 bulan

FPelaporan kesiapan dokumen pemberangkatan

Cek sistemn pelaporan elektronik

1 bulan sejak pembukaan cabang atau
tidak ada pembukaan cabang diluar domisti
perusahaan

1.3 | Pelaporan
penyelenggaraan (tiket dan visa) 7 hari atau lebih sebelum melalul uji petik.
perjalanan umrah keberangkatan
secara real time Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi
melalui sistem Felaporan kesiapan dokumen pemberangkaian elemen penilaian,
pelaporan elekironik {tiket dan visa) 2-6 han sebelum keberangkatan
S i Pelaporan kesiapan dokumen pemberangkatan
[ (tiket dan visa) 1 hari sebeium kaberangkatan
1.4 | Ketaatan terhadap Jemaah Cek sistem pelaporan elektronik
pelaporan yang sudah mendaftar dilaporkan PPIU ke melalui uji petik
pendaftaran Jemaah sistem pelaporan secara elektornik 1 hari
(KO-DOMINAN) BBl Nitai 0 (Nol) jika tidak memenuhi
i elemen penilaian
vang sudah mendafiar ditaporkan PPIL ke
sistem pelaparan secara elektornik 1-7 hari
setelah mendafiar
Jemaah
vang sudah mendaftar ditaporkan PPIU ke
sistem pelaporan secara elektronik 7-30 hari
setelah mendafiar
1.5 | Ketaatan terhadap Pembukaan cabang diuar domisili perusahaan Nilai 0 (Nol) jika tdak memenuhi
pembukaan cabang mendapal pengesahan dan kantor wilayah dan elemen peanilaian.
(KO-DOMINAN) dilaporkan kepada Direkiur Jenderal kurang dari
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Fembukaan cabang diuvar domisill perusahaan
mendapal pengesahan dar kantor witayvah dan
ddaporkan kepada Direkiur Jenderal 1-2 bulan

sejak pembukaan cabang

Pembukasn cabang dilvar domisili perusahaan
mendapal pengesahan dari kantor wilayah dan
dilaporkan 2-3 bulan sefak pembukaan cabang

1.6

Ketaatan terhadap
pelaporan susunan
Pengurus
parusahaan
(DOMINAN)

Perubahan susunan pemilik saham, direksi, dan
komisars danfatau lempat’domisidi perusahaan
dilaporkan kepada Menteri kurang dari 1 bulan
seteiah terjadi perubahan, atau

lidak ada perubahan susunan pengurus
Perubahan susunan pemilik saham, direksi, dan
komisans darvalau lempal’domissl

Perubahan susunan pemilik saham, direksi, dan
komisaris dana alau tempat domisili difaporkan
kepada Menteri 1-2 bulan setelah terjadi
perubahan,

Perubahan susunan pemiltk zaham, direkss, dan
komisars dan atau lempal domisili dilaporkan
kepada Menteri 2-3 bulan setelah terjadi
perubahan

Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesual waktu yang
ditentukan maka nilai menjadi 1
{Satu).

1.7

Ketaatan terhadap
pelaparan BPIU
({DOMINAN]

BRIU di diatas harga referans

PPIU metaporkan secara tertulis BPIU yvang
dibawah harga referensi sebelum memasarkan
program wmrah

C | PPIU melaporkan secara leriulis BPIU vang

dibawah harga refarensi setelah memasarkan

Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesual waktu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
(Satu).




B

program umrah

PPIU harus Finansial | 2.1 | Ketersediaan modal/ | A | Modal setor dan saidc laba >3 milyar Melihat ketersediaan modal setor

mampu jumlah ekuitas : dalam akia

menunjukkan dalam bentuk modal | © | Modal setor dan saldo laba 1 - 3 milyar yang telah mendapatkan

kemampuannya setor maupun saldo . pengesahan dan

secara finansial laba yang dimitii | © | Modal sator dan saldo laba 500 jula - 1 ditambahkan dengan saldo laba

untuk PPIU dan terlera i i yang terdapat dalam SPT tahunan/

menjalankan dalam neraca hasil audit akuntan publik bagian

operasional perusahaan ekuitas.

perusahaan (DOMINAN)

secara Tidak baleh Nilai 0 (Nol), jika

berkelanjutan sudah dilakukan tindakan

dan perbaikan sesuai wakiu yang

menguntungkan ditentukan maka Nilai menjadi 1
{Satu).

2.2 | Akuntabilitas a | Memiliki laporan kevangan selama 3 tahun Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
keuangan yang terakhir yang diaudit oleh KAP vang sudah dilakukan tindakan
direfleksikan dalam terdaflar di Kemenkeu dengan opini WTP, perbaikan sesuai wakiu yang
bentuk neraca seluruh penanggalan sebalum akhir April ditentukan maka Nilai menjad| 1
maupun laporan (Satu),
keuangan b | Memiliki laporan keuangan selama 3 tahun
(DOMINAN) terakhir yang diaudit oleh KAP yang

terdaftar di Kemenkeu dengan opini WTP
¢ | Memiliki laporan keuangan selama 2 tahun
terakhir yang terakhir yang diaudit oleh KAP
yang terdafiar di Kemenkeu dengan opini
wWTP
2.3 | Uang tunai yang a | saldo rekening bank >75% dari BPIU yang Dilakukan pengecekan terhadap

mampu membiayai

sudah disetorkan Jemaah

rekening atas nama PPIU selama
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operasional kegiatan

saldo rekening bank 50-75% dari BPIU yang

dan tertera dalam sudah disetorkan Jemaah

rekening saldo rekening bank 25-49% dari BPIU yang
perusahaan sudah disetorkan Jemaah

{DOMINAN)

3 (tiga) bulan terakhir

Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waklu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
{Satu).

Rasio lancar >126%

Rumus rasio lancar adalah

2.4 | Kemampuan dalam

| memenuhi = Aset lancar fkewajiban jangka
kewajiban jangka Rasio lancar 100%-125% | pendek (current liabilities)
pendek dengan 0
menggunakan g ERRENAN Tidak boleh Nitai 0 (MNol), jika
likuiditas yang sudah dilakukan lindakan
tersedia dan perbalkan sesuai waklu yang
direfleksikan dalam ditentukan maka Nilai menjadi 1
bentuk rasio lancar (Satu).
(DOMINAN)

2.5 | Kemampuan dalam DAR <50% Total utang dibagi tota! asset =
memeanuhi DAR (Debt to Asset Ratio).
kewajiban jangka DAR =50-58%

endek dan jangka —
ﬁanm dan’g:f DAR=100%-200% Tidak boleh Nilai 0 (Nof), jika
menggunakan EUdﬂh. dilakukan tindakan
seluruh aset perbaikan sesuai wakiu yang
I[D'GM’N.HN_:I ditantukan maka Milai m&nj&di 1
{Salu).
PPIU harus Saranadan | 3.1 | Ketersediaan kantor Memiliki kantor pelayanan yang dimiiki oleh Memiliki SHMHGU ailas

mampu

pelayanan yang

perusahagn

xepemilikan kanter pelayanan




oy

menunjukkan
kamampuannya
dalam
menyediakan
sarana dan
prasarana kantor
pelayanan
administrabf
dalam rangka
mendukung
operasional
kegiatan

prasarana

dibuktikan dengan
legalitas kepemilikan
maupun surat

Memiliki kanlor pelayanan yang dimiliki oleh
pengurus perusahaan/peamegang saham

Memiliki kanlor pelayanan yang disewa
minimum 4 tahun dengan legalisasi notaris

sesual yang terlera dalam izin
operasional dan bukti perjanjian
sewa menyewa minimal 4 Tahun
dengan legalisasi notaris.

perjanjian sewa
{DOMINAN) ,
Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waklu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
(Satu)
|
3.2 | Luas bangunan Luas bangunan =100 m* Dibuktikan dengan statement
kantor pelayanan g ukuran yang lertera dalam SHM/
cukup memadai Luas bangunan 76-100 m HGU/PBB/bukii perjanjian sewa
dalam menjalankan 7 menyewa dan apabila tidak
L TS
pelayanan, (KO- e tercantum ukuran maka dilakukan
DOMINAN) estimasi auditor,
3.3 | Ruang kantor Memiliki ruang pelayanan, ruang tamu, back Memiliki ruang yang tidak

palayanan didisain
sacara fungsicnal
yag memungkinkan
operasional kegiatan
dilaksanakan tanpa
terganggu aklivitas
lainnya. Dibuktikan
dengan
ketersediaan denah
ruangan dan
pengamatan visual,
(KO-DOMINAN)

office dan ruang pertemuan /bimbingan,
ruang rapat dan gudang

bercampur dengan ruangan lain
minimal 4 ruangan. Untuk
beberapa PPIU yang
menggunakan kantor yang sama,
termasuk cabang harus ada
pemisahan yang jelas untuk
membedakan operasional kegiatan
misalnya dengan pintu tersendiri

b | Memillki ruang pelayanan, ruang tamu, back

office dan ruang pertemuan /bimbingan

Memiliki ruangan yang tidak
bercampur dengan ruangan lain
minimal 3
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Memiliki ruang pelayanan, ruang tamu dan
back office

Memiliki ruangan yang tidak
bercampur dengan ruangan lain
minimal 2 ruangan.

Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi
elemen penilaian,

3.4

Tersedianya sarana
teknelogi informasi
dan komunikasi

yang dapat

Tersedia kemputer >4 unit, Website resmi
perusahaan, email resmi perusahaan,
leleponffax, jaringan internet dan mesin
cetak minimal 1

dioperasikan (KO-
DOMINAN)

Tersedia kemputer minimal 4 unit, email
resmi perusahaan, teleponffax, jaringan
internet dan mesin celak minimal 1

Tersedia komputer minimal 3 unit, email
resmi perusahaan, telepon/fax, [aringan
internet dan mesin cetak minimal 1

Memastikan semua sarana Teknologi
Infermasi yang dimiliki dapat
beroperasi'digunakan.

Email resmi adalah email yang
dipublikasikan oleh perusahaan,

Nilai 0 {Mol} jika tidak memenuhi
glemen penilaian,

3.5

Tersedia sarana
transporiasi. Sarana

Memiliki kendaraan operasional kantor roda
4 atau lebih atas nama perusahaan

transporiasi
haruslah merupakan
asel perusahaan
atau disewa dengan

Memiliki kendaraan operasional kantor roda
4 atau lebih atas nama pengurus atau
pemegang saham yang diperuntukkan bagi
perusahaan

bukli penanjian (KO-
DOMINAN]

Memiliki kendaraan operasional kantor roda
4 atau lebih yang disewa

Kendaraan operasional tercatat |
dalam daftar inventaris
perusahaan. Verifikasi bukti
kepemilikan kendaraan
operasional
{BPKB/STNK/KWITANSI/surat
perjanjian sewa)

Nilai 0 {Nol) jika lidak memenuhi
elemen penilaian.

3.6

Bangunan kantor
memenuhl slandard
bangunan minimal.
Dibuktikan dengan

Bangunan memenuhi standard sipil,
mekanikal dan keselamatan, dinilal aleh
otoritas berwenang (Ada serifikal laik fungsi
dari oloritas berwenang)

hasil pendaian

pengawasan gedung !

Bangunan memenuhi standard sipil dan
keselamatan

Tersedianya surat darj
Badan/Instansi terkait yang
berwenang yang menyatakan
bahwa bangunan memenuhi
standar sipil, Untuk standard
keselamatan tersedia APAR yang
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(KO-DOMINAN)

Bangunan memenuhl standard sipil

masih berfungsi, jalur evakuasi,
Kotak P3K, Sign Board K3.

Milai O (Nol) jika tidak memenuhi
elemen penilaian,

PRIL harus
memitiki SOM yang
memadai dari skl
kuantitas maupun
kualitas dalam
e Uk
pelaksanaan
kegiatan

Sumberdaya
manusia

4.7

Perencanaan
kebutuhan SOM
kuantitas dan
kualitas yang
selaras dengan
kebutuhan
operasional dan
pangembangan.
Minimal SDM terdiri
atas ticketing,
keuangan,
pemasaran dan
pembimbing ibadah

Memiliki perencanaan SOM minimal 1 tahun
ke depan meliputi kualitas dan kuantilas

Memiliki perencanaan kebutuhan SDM
tahun berjalan meliputi kualitas dan
kuantitas

Memiliki perencanaan kebutuhan jumiah
SDM

Verifikasi rencana kebutuhan SDM
yang terdapal dalam
renstra/rencana Kerja perusahaan
(RKP) maupun produk manajemen
lainnya, Perencanaan kualitas
hendaknya relevan dengan
persyaratan kompetensi.

Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi
eleman penilaian.

{(KO-DOMINAN)

4.2 | Memiliki jumlah a | Memiliki jumlah karyawan lebih dari 5 orang Lakukan wawancara dengan
karyawan lidak dibuktikan dengan kontrak kerja serla pegawal untuk unfuk mengukur
termasuk pengurus terdapat analisa beban kerja beban kerja. Wawancara
perusahaan yang b | Memiliki jumlah karyawan 4-5 orang dilakukan minimal terhadap 3
memadai sesuai dibuklikan dengan kontrak kerja serta orang pegawai yang dipilih secara
beban kerja dengan tardapat analisa baban kerja acak
status yang jelas. ¢ | Memiliki jumlah karyawan 3 erang
Dibuktikan dengan dibuktikan dengan konirak kerja tanpa Nilai O (Nol) jika tidak memenuhi
kontrak kerja (KO- analisa beban kerja alemen penilaian.

DOMINAN)

4.3 | Memiliki a | Memiliki pembimbing manasik iebih dari 1 Verifikasi daftar pembimbing

pembimbing | vang seluruhnya tetap serta bersertifikat, manasik dan status
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manasik/ibadah.
Dibuktikan dengan
identitas yang jelas,
perjanjian kerja dan
lainnya
{DOMINAN)

dan telah melaksanakan hajiyumrah

Memiliki pembimbing manasik tetap minimal
1 yang berserifikat, dan telah
melaksanakan hajilumrah

Memiliki pembimbing manasik yang
diangkal oleh pimpinan PPIU dan telah
meiaksanakan hajifumrah

kepegawaiannya melalui perjanjian
kerja maupun legalitas lainnya
{Sural Kontrak, Surat
Pengangkatan, Pembayaran
BPJS).

Sertifikat kompetensi pambimbing
diterbitkan oleh Asosiasi, instans|
ataupun lembaga terkait.

Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
sudah dilakukan tindakan
peroaikan sesuai wakiu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
(Satu)

4.4

Ketersediaan uraian
tugas pegawai dan
implementasinya
yang menjadi dasar
pelaksanaan
pekerjaan masing-
masing (DOMINAN)

Tersedia uraran tugas masing-masing
pegawal, dipahami secara keseluruhan dan

dilaksanakan secara konsisten

Tersedia uraian tugas masing-masing
pegawal difahami dipahami seluruhnya

Tersedia uraian tugas masing-masing
pegawai namun tidak dipahami seluruhnya

Lihat ketersediaan Jobdesk/uraian
tugas masing-masing pegawai.
Lakukan wawancara dengan
minimal 3 orang pegawai yang
dipitih secara acak

Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
sudah diltakukan tindakan
perbaikan sesuai wakiu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
(Satu)

4.5

Panetapan dan
penerapan kode
atik/tata tertib (KO-
DOMINAN)

Memiliki kode etik/tata tertib,
disosialisasikan dan dijalankan secara
konsisten

Memiliki kede etik/ tata tertib,
disosialisasikan namun tidak dijalankan

secara konsislen

Cek ketersediaan bukli teriulis
kode etik/tata tertib sera
dekumentasi bukti sosialisasi
(foto/daftar hadir/distribusi kode
etik). Unluk implementasi lakukan
wawancara terhadao 3 orang
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Memiliki kode etik/ {ata tertib namun tidak |
disosialisasikan

pegawai yang dipilih secara acak.

Milai O (Nol) jika tidak memenuhi
elemen penilaian.

4.6 | Peningkatan
kompelensi pegawai
untuk mendukung

Memiliki program pembinaan pegawai,
realisasi program dan dievaluasi serta

ditindaklianjuti

pelaksanaan

pekerfaan
(DOMINAN)

Memiliki program pembinaan pegawai dan
realisasi program dan dievaluasi, namun
lidak ditindaklanjuti

Memiliki program pembinaan pegawai dan
realisasi program

Cek ketersediaan
rencanalprogram pelatihan, hasil
evaluasl efektifitas pelatihan dan
tindak lanjut program pelatihan
(Conloh pelatihan :
ticketing/Abakus/IATA, Seritifikasi
profesi biro perjalanan).

Nifal O (Nol) jika tidak memenuhi
elemen penilaian.

PRIU harus
marmpu
menunjukian
kemampuan dalam
mamberikan
pelayanan kapada
jamaah

Kualilas
Pelayanan

5.1 | Pendaftaran jamaah
| umrah transparan
dan lerdokumentasi
{DOMINAN)

Tersedia informasi pragram tahun berjalan
dan pakel yang transparan dan jelas serta
lerdapat kesepakatan/perjanjian pelayanan
minimal memuat hak dan kewajiban kedua
belah pihak yang ditandatangani kedua
belah pihak dan diberikan salinannya paling
lambal ¥ han setelah ditandatangani

Tersedia informasi program tahun berjalan
dan paket yang transparan dan jelas serta
terdapat kesepakatan/perjanjian pelayanan
minimal memuat hak dan kewajiban kedua
belah pihak yang ditandatangani kedua
belah pihak dan diberikan salinannya 7 hari
sampal satu bulan setalah ditandatangani

Tersedia informasi program tahun berjalan dan

Verifikasi ketersediaan
stalement/perianfian pelayanan yang
tertuang dalam formulir, kwitans),
surat perjanjian yang ditandatangan
kedua pihak. Perjanjian harus secara
tegas menunjukkan pakel yang
diambil dan harus menunjukkan tahun
berjalan. Ambil secara acak sampel
perjanjian

Tidak boleh Nilai 0 (Nel), jika
sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesual waklu yang
ditentukan maka Nilal menjadi 1
{Satu)
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paket yang transparan dan jelas serta lerdapat
kesepakatan/perjanjian pelayanan minimal
memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak
yang diandatangani kedua baelah pihak dan
diberikan salinannya 7 hari sebelum

keberangkalan
5.2 | Balas waklu PPIU hanya menerima pelunasan BPIU 1 bulan Cek dokumen perjanjian antara
penerimaan sebelum pemberanghkatan jamaah dengan PPIU yang telah

pelunasan Biaya
Perjaianan Ibadah
Umrah (BPIU) (KO-
COMINAN)

FPIU hanya menerima pelurasan BPIU 2 bulan
sebelum pemberangkatan

PPIU hanya menerima palunagan BPIU 3 bulan
sebelum pemberangkatan

ditandatangani oleh kedua belah
pihak atau kebijakan PPIU perihal
pelunasan BPIU serta dokumen
pelunasan

Nilai 0 {Nol) jika tidak memenuhi
elemen penilaian.

Bimbingan jamaah
umrah dilakukan
sebelum
keberangkatan,
perjalanan dan di
Arab Saudi.
Dibuktikan dengan
gokumeniasi
bimbingan (KO-
DOMINAN)

Lekih dari 1 (satu} kali yailu masing-masing
sebelum keberangkatan berupa teori dan
praktik, diperalanan dan saat di Arab Saudi

Satu (satu) kali yaitu masing-masing
sebelum keberangkatan berupa teori dan
praktik, diperalanan dan saat di Arab Saudi

Hanya dilakukan sebelum keberangkatan
berupa teori dan prakfik

Cek bukli dokumentasi palaksanaan
bimbingan jamaah umrah (undangan.
daftar hadir, folo kegiatan).

Nilai 0 (Mol) jika tidak memenuhi
Eemen penitaan.

5.4

Palaksanaan
bimbingan jamaah
umrah sesuai

| dengan buku

slandard manasik

Metode manasik ceramah perjalanan dan
kesehatan, tanya jawab, diskusi dan
prakiek

Metode manasik ceramah peq'aﬁun;n dan
kesehalan serla prakiek

Cek dokumentasi pelaksanaan
manasik yang meliputi materi
manasik, alat peraga yang
digunakan (kain ihram dan
bangunan ka'bah) serta daftar
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umrah, Dibuktikan

Metode manasik ceramah

hadirundangan/ berila acara.

dart program
manasik yang Nilai 0 (Mol) jika tidak memanuhi
diajukan dan elemen penilalan,
dokumentasinya
(KO-DOMINAN)

5.5 | Pelayanan Terkoordinir dengan baik, ada petugas Cek ketersediaan program

pemberangkatan ke
dan dan Arab Saudi
serta selama di Arab
Saudi terkoordinir
dangan baik dan
dilakukan oleh
palugas khusus.
Dibuktikan dengan
program kegiatan
dan penunjukan
petugas (KO-
DOMINANY).

khusus {termasuk pembimbing) yang
mendampingi selama kegiatan dengan rasic
yang memadai serta mengikutseriakan
petugas kesehatan khusus

Terkoordinir dengan baik, ada pelugas
khusus (termasuk pembimbing) yang
mendampingi selama kegiatan dengan rasio
yang meamadai

Tidak lerkoordinir dengan baik, lidak ada
pelugas khusus yang mendampingi selama
keqiatan.

perjatanan, Jobdesk untuk tour
leader dan sural penunjukan
petugas/pendamping

Nilai 0 (Mol) jika tidak memenuhi
elemen penilaian,

2.8

Transportasi udara
yang disediakan
memperhatikan
kenyamanan,
keselamatan dan
keamanan.
Dibuktikan dengan
doekumentasi
perjalanan
{DOMINAN)

Penerbangan langsung dengan maskapai
yang sama

Penerbangan dengan 1 (satu) kall transit
da@an maskapai yang sama

Penerbangan paling banyak 1 (satu) kali
transit dan paling banyak 2 (dua) maskapai
penerbangan

Cek buktli pemesanan tikel
manifest, record perjalanan dan
konlrak dengan maskapai.
Lakukan uji petik ketersediaan tiket
untuk jamaah umrah yang akan
diberangkatkan.

Untuk pemberangkatan yang
langsung dari negara lain diberikan
nifal 1

Tidak boleh Nilai 0 {Nol), jika
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sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waktu yang
ditentukan maka Nilal menjadi 1
{Satu)

5.7

Transportasi darat
yang disediakan
selama di Arab
Saudi
memperhatikan
kenyamanan,
keselamalan serta
keamanan
(KO-DOMINAN)

PPIU menyadiakan transporiasi daral yang
berusia kurang dari 3 Tahun dan
berkapasitas maksimal 50 kursi per
kendaraan/bus yang dilengkapl dengan alat
keselamatan dan keamanan.

PPIU menyediakan transportasi darat yang
berusia 3-5 Tahun dan berkapasitas
maksimal 50 kursi per kendaraan/bus yang
dilengkap: dengan alat keselamatan dan

keamanan.

'PPIU menyediakan ransportasi darat yang
berusia 5 Tahun dan berkapasitas maksimal
50 kursi per kendaraan/bus yang dilengkapi
dengan alat keselamatan dan keamanan,

Cek dokumentasi perjalanan/
kontrak Bus

Nilai 0 (Nol) jika tidak memenuhi
elemen penilaian.

5.8

Akomodasi di Arab
Saudi minimal
bintang 3
(DOMINAN)

Hotel minimal bintang 3 yang berjarak
kurang dari 500 m

Hotel minimal bintang 3 yang berjarak
kurang dan 500-1000 m

Hatel minimal bintang 3 yang berjarak lebih
dari 1000 m dan disediakan transportasi 24
jam

Cek bukti pemesanan
hotelkontrak hotel, Lakukan wji
petik untuk jamaah umrah yang
akan diberangkatkan

Tidak boleh Nilai 0 (Nal), jika
sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesual waklu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
(Satu)

58

Konsumsi sesuai
standard menu,
higienilas dan

Prasmanan 3 kali sehari, konsumsi box
selama peraianan terdapat pilihan menu
indonesia, tersedia makanan ringan dan

Cek dokumeniasi pemesanan hotel
dan konsumsi
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kesehatan coffee shop 24 jam
(DOMINAN) b | Prasmanan 3 kali sehan, konsumsi box Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
selama perjalanan terdapat pilihan menu siidah skl i dakaln
Indonasia, tersedia makanan ringan ;
: : perbalkan sesuai waklu yang
¢ | Prasmanan 3 kali sehari, konsumsi box ditentukan maka Nilal menjadi 1
selama perjalanan, terdapat pilihan menu (Satu)
Indonesia,

5.10 | Pelayanan a | Leyanan kesehatan yang difasilitasi oleh Cek daftar petugas kesehatan
kesehatan dilakukan petugas kesehatan telap serta disediakan dalam perjalanan umrah serta
melalui penyediaan obat-obatan obat-cbatan yang disiapkan.
petugas kesehatan, | b | Layanan kesehatan yang difasilitasi oleh
penyediaan obat- petugas kesehatan yang bekerjasama Milai 0 (Nol) jika tidak memenuhi
obalan dan dengan PPIL serta disediakan obat-obatan elemen penilaian,
pengurusan jamaah | ¢ | Layanan kesehalan hanya berupa
yang sakif sefama di penyediaan obal-obatan oleh PPIU
perjalanan dan di
Arab Saudi.

Dibuktikan dengan
program kesehatan
dan dokumenlasinya
{KO-DOMINAN)
5.11 | Jamaah umrah a | PPIU menginformasikan prosedur Cek dokumentasi pelaksanaan

difasilitasi dalam
melaksanakan
vaksinasi meningitis
(KO-DOMINAN)

pelaksanaan vaksinasi meningitis dan
mengordinir pelaksanaan vaksinasi
meningitis tanpa menambahkan biaya
selain yang dipersyaratkan

PPIU mengordinir pelaksanaan vaksinasi
meningitis tanpa menambahkan biaya
salain yang dipersyaratkan

G

PPIU hanya menginformasikan prosedur
| pelaksanaan vaksinasi mengingitis

vaksinasi meningitis dan bukti
pembayaran sesuai dengan PNBP

| Nilai 0 (Mol) jika tidak memenuhi

elemen penilaian.
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tanpa menambahkan biaya selain yang
diparsyaratkan

512

Jamaah umrah
diberikan
perlindungan dalam
bentuk asuransi.
Dibuktikan dengan
premi asuransi
(DOMINAN)

Disadiakan asuransi perjalanan dengan
mengkover jiwa, kesehatan selama
diperjalanan dan kecelakaan selama
perjalanan, kehilangan bagasi, repatriasi
Jemaah sakit dan jenazah serta gagai
berangkat

‘Cek polis asuransi, status
pembayaran serta proses kiaim
asuransi [lka ada permasalahan.

| Tidak boleh Nilal 0 (Nal), jika
sudah dilakukan lindakan

Disediakan asuransi perjalanan dengan
mengkover jiwa, kesehatan selama
diperjalanan dan kecelakaan selama
perjalanan, kehilangan bagasi, repatriasi
Jemaah sakit dan jenazah

perbaikan sesuai wakiu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
(Satu)

Drsediakan asuransi perjalanan dengan
mengkover jiwa, kesehatan selama
diperalanan dan kecelakaan selama
perjalanan,

513

Jamaah diberikan
identitas yang
memadai uniuk
membernkan
perlindungan
kepada jamaah
{DOMINAN)

Dizsediakan karlu pengenal dengan identitas
lengkap yang dicetak dari sistem elektonik,
seragam dan identitas lainnya

Cek contoh kartu pengenal yvang
diberikan dan informasi yang
tertera dalam kartu pengenal.

Disadiakan kartu pengenal dengan identitas
lengkap yang dicelak dar sistem elektonik

dan saragam

Tidak boleh Nilai 0 [Nol), jika
sudah dilakukan lindakan

Disediakan kartu pengenal dengan identitas
lengkap yang dicetak dan sistem elektonik

perbatkan sesuai wakiu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
(Satu)

514

Pelayanan
administrasi dan
dokumen umrah
yang meliputi visa,
dokumen

PPIU memfasilitasi dokumen perjalanan
umrah dan visa bagi Jemaah, dekumen lain
yang dianggap perlu dan memfasilitasi
pengurusan dokumen Jemaah sakit,
meninggal dan hilang jika ada.

Cek dokumentasi pengurusan
dokumen dan statement
pelayanan administrasi serla
laporan administrasi pembatalan
dan atau dokumen hilang (jika
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perjalanan,
pembatalan jamaah
dan dokurnen hilang
selama perjalanan.
Dibuktikan dengan
dokumenlasi
kegiatan (KO-
DOMINAN)

PPIU memfasilitasi dokumen perjalanan
umrah dan visa bagl Jemaah dan dokumen

lain yang dianggap pearlu

ada)

Nilai 0 (Mo} jika tidak memenuhi

PPIU memfasilitasi dokumen perjalanan
umrah dan visa bagi jemaah.

elemen penilaian.

= 1h

Fembatalan
keberangkatan
(DOMINAN)

PPIU wajib mengembalikan BPIU Jemaah
terdaftar yang membatalkan
keberangkatannya setelah dikurangi biaya
yang telah dikeluarkan sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati kurang darl
1 bulan setelah Jemaah membatalkan, atau
tidak ada pembatatan dari jemaah

Cek dekumen perjanjian anlara
FPIU dengan Jemaah dan rincian
biaya yang telah dikeluarkan oleh
PPIU untuk Jemaah yang
membatalkan keberangkatannya.

Jika tidak ada pembatalan{?)

PPIU wajib mengembalikan BPIU Jemaah
terdaftar yang membatalkan
keberangkatannya setelah dikurangi biaya
yang telah dikeluarkan sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati 1-2 bulan
setelah Jemaah membatalkan

Tidak boleh Nilai 0 (Nol), jika
sudah dilakukan tindakan
perbatkan sesuai wakiu yang
ditentukan maka Nilai menjadi 1
{Salu)

PPIU wajib mengembalikan BPIU Jemaah
terdaftar yang membatalkan
keberangkatannya setelah dikurangl biaya
yang telah dikeluarkan sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati 2-3 bulan
selelah Jemaah membatalkan

5.16 |

Penyelesaian dan

tindaklanjut keluhan
{DOMINAN)

PPIU memiiiki mekanisme, sarana
penyampalan pengacuan jamaah, berila
acara penanganan pengaduan dan sudah
konsisten dijalankan, Serta melakukan

Cek ketersediaan mekanisme
penanganan keluhan, catatan
pengaduan, rencana tindak Lanjut
dan respon terhadap
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pengukuran kepuasan Jemaah secara
periodik,

PPIU memiliki mekanisme dan sarana
penyampaian pengaduan jamaah, diserai
berita acara penanganan pengaduan dan
sudah kansisten dijalankan

PPIU memiliki mekanisme dan sarana
penyampaian pengaduan jamaah disertai
dengan berita acara penanganan
pengaduan

pengaduan/keluhan.

Tidak boleh Nilai O (Nol), jika
sudah dilakukan tindakan
perbaikan sesuai waklu yang
ditentukan maka Nilal menjadi 1
{Satu)




